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Siaran Pers :

Posisi dan Pendapat ICT Watch

Mengenai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Jakarta, 23 Juli 2003. Setelah melakukan analisa terhadap Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), serta dikaitkan dengan rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif telepon, maka ICT Watch Indonesia (www.ictwatch.com) berpendapat sebagai berikut :

a. KM No.31/2003 tersebut BERTENTANGAN dengan Undang-Undang No.36/1999 tentang Telekomunikasi, khususnya terhadap Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 4.  Kami (ICT Watch) perlu mengingatkan bahwa ketentuan mengenai badan/lembaga regulasi dalam UU Telekomunikasi tersebut merupakan kesatuan yang integral sehingga dasar pertimbangan KM tersebut SEHARUSNYA mengacu ke pasal 4 s/d pasal 6 pada UU Telekomunikasi. Khususnya pada pasal 5 ayat 4, UU Telekomunikasi, tertulis “lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi. dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi”. Dengan demikian, maka isi KM BRTI, khususnya pasal 1, yang menyatakan bahwa BRTI adalah gabungan antara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) dengan Komite Regulasi Telekomunikasi, jelas-jelas melanggar masalah keanggotaan lembaga regulasi seperti yang telah diamanatkan dalam UU Telekomunikasi. Sangat jelas dan nyata bahwa “keanggotaan” yang dimaksud dalam UU Telekomunikasi tersebut seharusnya merupakan wakil dari berbagai asosiasi terkait, dan seharusnya diatur pula pada pasal 13 di KM BRTI. Sayangnya, keanggotaan yang diatur oleh KM BRTI, baik di pasal 1 maupun pasal 13 tersebut, cenderung bersifat individual karena sama sekali tidak menegaskan bahwa keanggotaan berdasarkan perwakilan dari asosiasi terkait.

b. Penetapan masa kerja anggota Komite, seperti tercantum pada KM BRTI pasal 11, tampaknya tidak mendukung iklim dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Alasannya adalah karena masa kerja anggota Komite hanya selama 2 (dua) tahun, meskipun dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja. Sedangkan Ketua Komite, yang notabene dijabat oleh Ditjen Postel, tentu akan mengikuti masa kerja Ditjen Postel yaitu selama 5 (lima) tahun. Ini berarti, ada kemungkinan dalam rentang waktu 5 tahun, minimal akan ada penggantian anggota Komite sebanyak 2 (dua) kali, dan maksimal 3 (tiga) kali, sedangkan jabatan Ketua Komite tidak akan mengalami pergantian. Tentu saja mekanisme pergantian tersebut dapat menimbulkan kelemahan dalam koordinasi dan keberlanjutan program kerja.

c. Kami berpendapat bahwa BRTI bukanlah suatu proses transisi menuju lembaga regulasi mandiri sebagaimana diinginkan sejumlah pihak, karena fakta menunjukkan bahwa lembaga sejenis yang pernah ada di Indonesia sebelumnya, yaitu Komite Regulasi di Bidang Pos dan Telekomunikasi yang dibentuk melalui KM Perhubungan No. 236 Tahun 2001, tidaklah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan hingga kini. Selain itu, lembaga regulasi mandiri tidak akan pernah dapat dibentuk tanpa didahului dengan kajian dan revisi terhadap UU Telekomunikasi, khususnya pada pasal yang berkaitan dengan keberadaan dan bentuk lembaga regulasi mandiri telekomunikasi. Beberapa hal penting yang perlu dikaji dan direvisi oleh Pemerintah dalam UU Telekomunikasi berkaitan dengan lembaga regulasi mandiri, antara lain adalah :

· bentuk dan struktur kelembagaan

· cara pemilihan anggota

· struktur administrative

· pendanaan

· tata-cara pengambilan keputusan

· status hukum putusan lembaga

· upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan lembaga regulasi

· mekanisme pertanggungjawaban publik

· mekanisme manajemen kelembagaan, termasuk hubungan dengan lembaga departemen dan non departemen atau lembaga negara lain yang terkait, semisal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. 

Setelah pemerintah melakukan kajian dan revisi tersebut, maka hasilnya haruslah diuji dan disepakati oleh masyarakat.

d. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk membentuk suatu struktur kelembagaan regulasi yang murni independen dan benar-benar terlepas dari pengaruh kekuasaan dan atau kepentingan pihak lain. Meskipun demikian, setidak ada beberapa hal penting yang harus menjadi pedoman penting bagi sebuah lembaga regulasi mandiri bidang telekomunikasi, diantaranya:

· Terlepas dari pengaruh operator telekomunikasi. Kondisi ini tidak mudah, mengingat bahwa  incumbent operator  sejatinya adalah BUMN atau yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah sebagai regulator telekomunikasi akan memiliki conflict of interest. Hal inilah yang seringkali melahirkan ide pembentukan lembaga yang benar-benar terpisah dari pemerintah. Sayangnya, konsep tersebut sulit diwujudkan mengingat struktur ketatanegaraan Indonesia.

· Pembentukan lembaga tersebut seharusnya diamanatkan secara tegas melalui Undang-Undang, sebagaimana pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga lainnya sehingga posisi kelembagaannya cukup kuat. Sehingga lembaga regulasi mandiri tidak hanya berbekalkan Keputusan Menteri saja.

e. Kami melihat ada beberapa negara yang dapat menjadi model keberadaan suatu lembagaan regulasi mandiri. Antara lain adalah:

· Amerika Serikat: Federal Communications Comission (FCC)

· Kanada: Canadian Radio-television and Communications Comission (CRTC)

· Inggris: Office of Telecommunications (OfTel)

· Hongkong: Office of the Telecommunications Authority (OfTA)

· Singapura: Infocomm Development Authority (IDA) Singapura. IDA ini merupakan sebuah keunikan tersendiri, karena meskipun tergolong lembaga “plat merah”, dia tetap dapat menjalankan fungsinya secara independen. Bahkan pada tahun 2000, IDA mendapatkan penghargaan sebagai sebuah lembaga regulasi telekomunikasi terbaik se- Asia Pasifik. IDA merupakan sebuah institusi yang secara struktural berada di bawah Ministry of Information, Communications and The Arts (MITA) Singapura. IDA dibentuk pada Desember 1999, sebagai hasil penggabungan dua institusi yaitu Telecommunications Authority of Singapore dan National Computer Board. Informasi lebih lanjut tentang IDA dapat dibaca di www.ida.gov.sg 

f. Kami memang sepakat bahwa memang KM BRTI tidaklah memiliki keterkaitan secara langsung dengan kenaikan tarif telepon. Meskipun demikian, situasi dan kondisi yang mengiringi proses kelahiran KM BRTI tersebut kuat mengindikasikan bahwa KM BRTI tersebut memang sarat dengan kepentingan kenaikan tarif telepon. Karena keberadaan BRTI adalah salah satu syarat yang diajukan oleh DPR kepada pemerintah saat akan melakukan kenaikan tarif telepon babak pertama pada tahun 2002 lalu. Kalaupun memang pemerintah memiliki itikad yang baik dan murni terhadap pembentukan BRTI, maka sewajarnya  kelahiran KM BRTI tersebut tidak harus sampai menunggu hingga 4 (empat) tahun setelah dikeluarkannya UU Telekomunikasi sebagai payungnya.

g. Berkaitan dengan rencana kenaikan tarif telepon, kami dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah cq Menhub dan jajarannya haruslah berdiri pada posisi yang sebenarnya, yaitu hanyalah sebagai institusi yang menetapkan “formula tarif" saja, sesuai yang diamanatkan pada Kepmen Perhubungan No.12/2002. Sedangkan 

nilai nominal atau besaran akhir kenaikan tarif telepon tersebut merupakan kewenangan operator telekomunikasi, dengan kewajiban mengacu pada “formula tarif" yang telah ditetapkan Pemerintah, dan masih dalam koridor pengawasan Pemerintah pula. Kami menyadari bahwa telepon merupakan komoditas publik yang vital dan perlu diatur dan diawasi. Namun hal tersebut bukanlah suatu alasan yang cukup kuat untuk mengkondisikan Pemerintah sebagai tameng atau bemper kepentingan operator telekomunikasi ketika akan menaikkan tarif telepon. Jika memang akan ada kenaikan tarif telepon, maka pihak yang seharusnya mengumumkan dan pihak yang berhadapan langsung dengan reaksi masyarakat berkaitan dengan kenaikan tarif telepon tersebut, adalah pihak operator telekomunikasi.

Kesimpulan :

Mengacu kepada hasil analisa butir “a” hingga butir “g” di atas, maka ICT Watch berpendapat bahwa Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) harus dicabut atau setidaknya direvisi !

Demikian posisi dan pendapat ICT Watch mengenai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.

Hormat kami,

Ttd.

Mukhlis Ifransah, S.H.




Donny B.U., M.Si.

(Peneliti ICT Watch)





(Koordinator ICT Watch)

nb: 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr Mukhlis Ifransah melalui ponsel 08129177521 atau e-mail mukhlis@ictwatch.com
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